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ABSTRAK 
Penelitian ini berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak 
honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi. Tenaga kerja kontrak 
honorer adalah salah satu jenis pekerja yang rentan akan penyelewengan hukum sebab 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah melarang mengangkat tenaga kerja honorer. 
Tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 
konsep dan pendekatan kasus. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni, 
pertama, apakah pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran 
Pemerintah Kota Bekasi sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kerja kontrak nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan tenaga 
honorer ataupun pegawai tidak tetap dalam lingkungan pemerintah tidak diakui lagi sejak 
tahun 2005. Berakhirnya eksistensi tenaga kerja honorer dipertegas dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang hanya mengenal 2 
jenis tenaga kerja yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja) sehingga pengangkatan tenaga kerja kontrak pada Dinas 
Pemadam Kebakaran Pemerintah kota Bekasi bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya, Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set 
tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebab frasa penggunaan “Tenaga Kontrak 
Kerja” tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari unsur-unsur 
perjanjian kerja, hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, kepastian 
upah dan mekanisme pemutusan hubungan kerja dinilai bertentangan dengan hukum 
yang berlaku. Sehingga, perjanjian kerja kontrak nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set 
batal demi hukum. 
Kata Kunci: perlindungan hukum, tenaga kerja, kontrak honorer, perjanjian kerja. 
 
ABSTRACT 
This study talks about the legal protection of temporary contract workers at the Bekasi 
City Government Fire Department. Honorary contract workers are one of the types of 
workers who are vulnerable to legal irregularities because Government Regulation 
Number 48 of 2005 concerning Appointment of Honorary Workers to Candidates for 
Civil Servants stipulates a prohibition on hiring honorary workers. This paper is 
normative research with a statutory approach and a case approach. This paper raises 2 
(two) problem formulations, namely, first, whether the appointment of Contract Workers 
at the Bekasi City Government Fire Department is in line with the applicable laws and 
regulations. Second, what are the legal consequences of the contract work agreement 
number 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set which contradicts the prevailing laws and 
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regulations. The results of the study concluded that the existence of temporary or non-
permanent employees within the government was no longer recognized. The end of the 
existence of honorary workers is emphasized in Law Number 5 of 2014 concerning State 
Civil Apparatus which only recognizes 2 types of workers, namely PNS (Civil Employees) 
and PPPK (Government Employees with Work Agreements) so that the appointment of 
contract workers at the Fire Department The Bekasi city government is against the laws 
and regulations. Furthermore, the Contract Work Agreement Number 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set does not fulfill the elements of an employment 
relationship because the phrase “Employment Contract Personnel” is not found in the 
laws and regulations. Judging from the elements of the work agreement, the rights of 
workers to obtain work accident insurance and the mechanism for termination of 
employment are considered to be contrary to applicable law. Thus, the contract works 
agreement number 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set is null and void. 




Penelitian ini berbicara mengenai perlindungan hukum1 terhadap tenaga kerja 
kontrak honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi. Oleh 
karenanya, bicara mengenai perlindungan hukum maka tidak terlepas kaitannya dengan 
pengaturan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan pekerja.2 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menempatkan posisi yang 
seimbang antara pemberi kerja dengan pekerja. Hal ini didasari oleh amanat Pasal 27 ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa 
“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”.3  
Meski demikian, tidak jarang bahwa pelanggaran atau penyelewengan hak-hak 
pekerja dikotomi oleh pemberi kerja. Biasanya pemberi kerja mendiskreditkan hak 
pekerja melalui surat perjanjian kerja, yang dalam praktik perjanjian tersebut sudah 
dibuat secara sepihak oleh pemberi kerja. Karena sulitnya mendapatkan lapangan 
pekerjaan, membuat pencari kerja tidak mempunyai pilihan untuk menyepakati perjanjian 
kerja tersebut. 
Terkait hal di atas, peneliti akan membedah kasus terkait status pegawai honorer4 
dan perlindungan hukumnya yang nantinya beranjak dari tinjauan perjanjian kerja yaitu 
Surat Perjanjian Kerja Kontrak No. 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set pada Dinas 
Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi. Peneliti setidaknya menemukan 2 (dua) 
hal menarik untuk dibahas. Pertama, mengenai legalitas pengangkatan tenaga kerja 
kontrak.  
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: 
 
1  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74. 
2  R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 81. 
3  Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat (2). 
4  Alfian Fardiansyah, “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Kontrak Di Dinas Perhubungan 
Kabupaten Jember (Studi Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Nomor 800/483/412/2013),” 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, http://repository.unmuhjember.ac.id/2016/1/ 
JURNAL%20HUKUM.pdf, hlm. 5 
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“Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini semua Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga 
honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”5 
Pasal ini sesungguhnya membatasi bahwa penerimaan tenaga kerja honorer di 
lingkungan pemerintah hanya dapat diangkat sebelum tahun 2005, di atas tahun tersebut 
tidak dibolehkan lagi. Namun pada kenyataannya, Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set yang peneliti akan kaji, baru terbit di tahun 2020. 
Kedua, perjanjian kerja kontrak No. 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set memiliki 
sejumlah ketimpangan terutama mengenai hak-hak pekerja yang mana perjanjian tersebut 
tidak menyebutkan secara jelas mengenai transparansi upah, jaminan ketenagakerjaan 
yang didapat pekerja, dan pengakhiran hubungan kerja yang cukup signifikan 
bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga akan muncul 
pertanyaan, apakah perjanjian seperti hal tersebut di atas dapat dibatalkan, bagaimana 
perlindungannya, dan bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hal 
demikian? 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji isu hukum ini secara 
komprehensif dengan mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis dengan judul 
“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Honorer Pemadam Kebakaran 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi 
Kasus Perjanjian Kontrak Kerja No. 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set)”. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik dan mengidentifikasi 
pokok permasalahan yang akan dikaji, sebagai berikut:  
1. Apakah pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran 
Pemerintah Kota Bekasi sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku? 
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kerja kontrak nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku? 
Metode Penelitian 
Dalam rangka memperoleh argumentasi yang tepat dan dapat digunakan sebagai 
bahan pembahasan dan analisis dalam penelitian penelitian ini, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan maka peneliti menggunakan metode penelitian normatif.6 
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual7, perundang-
undangan,8 dan kasus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif.9 Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder yakni Peraturan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku dan bahan 




5  Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (LN No. 122 Tahun 2005, TLN No. 4561), Pasal 8. 
6  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Kencana, 2011), hlm. 35. 
7  Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 
90. 
8  Ibid. 
9  Tommy Hendra Purwaka, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), 
hlm 75. 
10  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13. 
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PEMBAHASAN 
Eksistensi “Tenaga Kontrak Kerja” dan Prosedur Pengangkatan Tenaga Kerja 
Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Pada Lingkungan Pemerintahan dari Masa ke Masa  
Eksistensi pegawai kontrak atau yang sering kita kenal dengan pegawai honorer 
dalam lingkungan pemerintahan, pertama kali dikenal dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi, “Di samping Pegawai Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat 
pegawai tidak tetap.”  
Alasan diberlakukannya tenaga honorer/ pegawai tidak tetap itu sendiri pada zaman 
itu adalah lebih kepada karena perekrutannya bisa dilakukan secara mandiri dan 
prosesnya yang cepat. Hal ini juga didasari banyaknya instansi-instansi pemerintahan 
yang membutuhkan tambahan pegawai, sementara rekrutmen PNS tidak selalu dibuka 
setiap tahunnya.  
Selanjutnya, mengingat masa bekerja mereka sudah lama dan keberadaannya sangat 
membantu kinerja pemerintah, terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2005 Pengangkatan Tenaga 
Kerja Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil memberi angin segar bagi tenaga 
honorer sebab tenaga honorer yang diangkat berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 
termasuk guru bantu, guru honorer, guru wiyata bhakti, pegawai honorer, pegawai 
kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang sejenis yang telah berusia lebih dari 35 
(tiga puluh lima) tahun dan mereka yang tidak dapat lagi diangkat menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil, diberikan perlakuan secara khusus dalam pengangkatannya menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil. 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 mengatur bahwa bagi tenaga honorer 
yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan telah bekerja 20 (dua puluh) 
tahun atau lebih, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, setelah melalui 
seleksi administratif, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.  
Selanjutnya, dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa bagi tenaga honorer yang 
telah bekerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun, pengangkatannya menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil selain melalui seleksi administratif, disiplin, integritas, kesehatan, dan 
kompetensi, mereka juga diwajibkan mengisi/menjawab daftar pertanyaan mengenai 
pengetahuan tata pemerintahan/ke pemerintahan yang baik antar sesama tenaga honorer 
yang pelaksanaannya dilakukan terpisah dari pelamar umum yang bukan tenaga honorer, 
dengan pengelompokan sebagai berikut:11  
a. “Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan 
bekerja selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) 
tahun secara terus menerus; 
b. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan bekerja 
selama 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun secara 
terus menerus; dan 
c. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan 
bekerja selama 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun secara 
terus menerus.” 
Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005 menegaskan poin penting bahwa pejabat badan 
pemerintah melarang untuk mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya sejak peraturan 
tersebut dibentuk yang artinya sejak PP tersebut terbit tidak ada lagi alasan bagi instansi 
 
11  Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (LN No. 122 Tahun 2005, TLN No. 4561), Pasal 3 ayat (2). 
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pemerintah daerah atau instansi pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer atau 
sejenisnya dengan alasan apa pun. Jadi, PP tersebut sejatinya berusaha menghilangkan 
keberadaan tenaga honorer dengan mengangkatnya menjadi PNS. 
Dengan demikian, keberadaan tenaga honorer ataupun pegawai tidak tetap dalam 
lingkungan pemerintah sebelum tahun 2005 dilatarbelakangi atas kebutuhan pegawai 
yang besar namun tidak didukung dengan kapasitas PNS yang minim. Sehingga, untuk 
era sekarang (2020) tidak mungkin lagi untuk mengangkat tenaga honorer sebab 
rekrutmen tenaga kerja di lingkungan pemerintah sudah membaik dari sebelumnya. 
Jadi, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa. Pertama, penggunaan istilah 
Tenaga Kontrak Kerja pada perjanjian Kontrak Kerja No.800/SPKK.1137/Disdamkar.Set 
dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan tidak dikenal keberadaannya. Hal 
ini dapat dilihat bahwa pada pokoknya sejak tenaga kerja kontrak diperkenalkan oleh 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian hingga terakhir dibentuk Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak satupun 
menggunakan frasa Tenaga Kontrak Kerja.  
Kedua, mengenai prosedur pengangkatan tenaga kerja kontrak/pegawai tidak tetap 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 
dikenal dengan sebutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam 
proses rekrutmennya dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan kata lain tidak 
bisa hanya dilakukan rekrutmen mandiri oleh lembaga yang membutuhkan tenaga kerja 
seperti layaknya rekrutmen honorer sebelum tahun 2005. 
Dampak Terhadap Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berlaku 
Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Hubungan Kerja 
Ius constitutum Indonesia mendefinisikan “Hubungan kerja adalah hubungan antara 
pengusaha dengan buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 
pekerjaan, perintah, dan upah.”12 Berbicara mengenai hubungan kerja tidak dapat 
dipisahkan dari perjanjian kerja karena syarat adanya hubungan kerja harus ada perjanjian 
kerja. Perjanjian pada pokoknya didefinisikan sebagai seseorang atau lebih mengikatkan 
diri kepada seseorang lainnya mengenai suatu kewajiban untuk melaksanakan prestasi 
dari satu pihak dan pihak lainnya berhak mendapatkan prestasi tersebut yang disepakati 
baik melalui perjanjian lisan atau perjanjian tertulis.13 Adapun beberapa unsur dari 
hubungan kerja adalah sebagai berikut. 
Pertama, adanya unsur pekerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan kita tidak dapat 
menemukan definisi pekerjaan. Tidak adanya batasan definisi pekerjaan adalah suatu 
yang logis menurut legal reasoning atau penalaran hukum. Hal ini dimaksudkan agar UU 
Ketenagakerjaan tetap dapat mengikuti perkembangan zaman dan memudahkan 
pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja.  
Jika melihat kembali pada Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 800/SPKK. 
1137/Disdamkar.Set maka unsur pekerjaan ada dan memenuhi syarat sebagaimana dalam 
UU Ketenagakerjaan. Hal ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan 
bahwa: 
 
12  Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LN No. 39 Tahun 2003, 
TLN No. 4297), Pasal 1 angka 15. 
13 Herlin Budiono. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK HONORER BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 
(Studi Kasus Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set) 
6                                                                     Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 
“(1) PIHAK KE I memberikan pekerjaan kepada PIHAK KE II dengan status 
Tenaga Kontrak Kerja sesuai surat perintah melaksanakan tugas; 
(2) Jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KE II adalah 
menjalankan tugas pembantuan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota 
Bekasi”. 
Status “Tenaga Kontrak Kerja” tidak diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara, yang ada hanya pada Peraturan Walikota Bekasi maka hal demikian pun 
berdampak pada pembahasan kali ini sebab unsur pekerjaan yang merupakan salah satu 
syarat hubungan kerja namun pekerjaan yang ditawarkan kepada pekerja tidak memiliki 
fondasi hukum yang kuat, maka peneliti berpendapat hubungan kerja yang terbentuk pada 
Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 800/SPKK. 1137/Disdamkar.Set mengalami cacat 
hukum dan tentunya dapat mengancam hak-hak mendasar pekerja yang bersangkutan. 
Kedua, unsur perintah. Secara leksikal, perintah berarti perkataan yang bermaksud 
menyuruh melakukan sesuatu, atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Dari 
pengertian tersebut sekilas memang buruh berada di posisi tidak setara dengan 
majikan/pemberi kerja. Hal demikian kemudian menjadi pembahasan M. Laica Marzuki 
dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Hukum Buruh terhadap Majikan”.  
Beliau menjelaskan bahwa buruh tidak berada di bawah perintah majikan, tetapi 
justru berkedudukan hukum yang sama dan sederajat dengan kedudukan hukum majikan 
sebagai layaknya pihak-pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian timbal 
balik.  
Sesungguhnya persoalan tidak terletak adanya perintah, tetapi karena adanya 
perjanjian kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja. Pemberi kerja/majikan 
mempunyai pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri, sedangkan pekerja memiliki 
tenaga kerja, tetapi tidak mempunyai pekerjaan yang dapat dilakukannya, maka 
bertemulah penawaran dan permintaan. Sehingga hubungan demikian menunjukkan 
kesetaraan posisi yang mana menjadi semangat hadirnya UU Ketenagakerjaan. 
Unsur perintah terdapat dalam Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 
800/SPKK. 1137/Disdamkar.Set yang menyebutkan bahwa,  
“(4) Kewajiban PIHAK KE II: (a) Melaksanakan tugas pembantuan pada unit 
kerja sesuai surat perintah melaksanakan tugas; (b)Melaksanakan tugas sesuai 
perintah pimpinan; (c)Mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi; (d) Menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan 
yang telah ditentukan; (e) Merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengan 
PIHAK KE I yang diterima atau diketahui olehnya baik karena jabatannya, atau 
karena sebab lain baik selama ia bekerja pada PIHAK KE I maupun setelah 
Perjanjian berakhir; (f) Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada PIHAK 
KE I.” 
Sehingga, mengenai unsur perintah dalam hubungan kerja pada Perjanjian Kontrak 
Kerja Nomor 800/SPKK. 1137/Disdamkar.Set telah terpenuhi.  
Ketiga, unsur upah. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
menyebutkan bahwa, 
“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas satu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” 
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Jika diperhatikan secara gramatikal norma di atas, maka imbalan yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang harusnya telah ditetapkan baku dan jelas nominal uang 
yang akan diterima pekerja dalam perjanjian kerja.  
Hal ini berbeda dengan isi Pasal 4 Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 800/SPKK. 
1137/Disdamkar.Set yang menyebutkan “Penghasilan dibayarkan sesuai kemampuan 
keuangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Bekasi.” Pasal perjanjian tersebut tidak jelas menyebutkan berapa gaji/penghasilan tetap 
yang diterima oleh pekerja, dalam hal ini Tenaga Kontrak Kerja. Sehingga, peneliti 
berpendapat bahwa menyoal pasal tentang penghasilan/upah tersebut mengandung cacat 
hukum yang akan dibahas pada poin selanjutnya. 
Analisis Mengenai Pemenuhan Unsur-Unsur Perjanjian Kerja 
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menentukan setidaknya dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis meliputi 
unsur:14 
1. Nama, alamat, perusahaan, dan jenis usaha; 
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja, buruh; 
3. Jabatan atau jenis pekerjaan; 
4. Tempat pekerjaan; 
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; 
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
Pada pembahasan ini, peneliti akan membahasnya satu per satu agar penelitian ini 
memiliki analisis yang tajam. Pertama, tentang “nama, alamat, perusahaan, dan jenis 
usaha”. Berdasarkan analisis peneliti, dalam Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set telah memiliki unsur tersebut yakni dapat dilihat pada 
halaman pertama surat perjanjian tertulis, dapat diketahui nama perusahaan, dalam hal ini 
adalah Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi beserta alamat lengkapnya, 
kemudian jenis perusahaan, dalam hal ini lembaga pemerintah kota Bekasi yang bergerak 
di bidang pemadaman kebakaran. 
Kedua, tentang “nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja, buruh”. Dalam 
perjanjian kerja yang dikaji yakni Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set telah tertulis nama kedua belah pihak yang mengikatkan 
diri yang disebut dalam perjanjian sebagai PIHAK KE I dan PIHAK KE II. Mengenai 
jenis kelamin dan umur tidak dicantumkan dalam perjanjian, sementara alamat kedua 
belah pihak dicantumkan. 
Ketiga, tentang jabatan atau jenis pekerjaan. Hal ini telah tercantum dalam Perjanjian 
Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set yakni jenis/jabatan pekerjaan 
yang diperjanjikan adalah Tenaga Kontrak Kerja dengan tugas pembantuan pada unit 
kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 
Keempat, tentang tempat pekerjaan. Dalam perjanjian sebenarnya tidak dicantumkan 
secara eksplisit, akan tetapi karena ini perjanjian kerja yang salah satu pihaknya adalah 
unsur pemerintah yakni Dinas Pemadam Kebakaran, maka sudah pasti tempat pekerjaan 
adalah lokasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, sehingga tidak perlu untuk 
dituliskan lagi. 
 
14  Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan yang telah direvisi, (Jakarta: Restu Agung, 2016), hlm. 47. 
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Kelima, tentang besarnya upah dan cara pembayarannya. Pada penjelasan mengenai 
analisis hubungan kerja, sudah dijelaskan bahwa upah haruslah real dan telah ditetapkan 
nominalnya dalam perjanjian sedangkan Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set hanya menyebutkan “Penghasilan dibayarkan sesuai 
kemampuan keuangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Bekasi.”  
Hal ini berarti pendapatan pekerja bergantung pada keuangan APBD Kota Bekasi, 
padahal jelas dalam UU Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap pekerja berhak menerima 
upah penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, setidaknya 
memperoleh penghasilan sesuai dengan upah gaji minimum Kota Bekasi. Di tengah tidak 
jelasnya dasar hukum hadirnya Tenaga Kontrak Kerja (dalam pembahasan sebelumnya), 
sangat mempengaruhi perlindungan hukum bagi pekerja tersebut terutama perihal 
upah/penghasilan. Oleh karenanya, menimbang bahwa unsur upah merupakan komponen 
wajib/imperatif yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja15 maka unsur upah dalam 
Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set tidak sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
Keenam, tentang syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh. Pada poin ini menjadi unsur terpenting dalam suatu perjanjian. Dalam 
Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set terbilang sangat minim 
perlindungan terhadap Tenaga Kontrak Kerja sebab pasal tentang hak atas perlindungan 
keselamatan dan kesehatan kerja tidak sama sekali diatur dalam perjanjian. Ini tentu 
sangat merugikan pekerja yang pada akhirnya adalah Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set mengandung cacat hukum. 
Ketujuh, tentang mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Dalam 
Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set tentang jangka waktu 
perjanjian diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yakni menyebutkan bahwa “Jangka waktu 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KE II selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 
tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 (Nomor 
SP800/41.403/BKPPD.PKA).” Oleh karenanya, unsur tentang jangka waktu perjanjian 
kerja terpenuhi berdasarkan UU Ketenagakerjaan. 
Kedelapan, unsur tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Dalam Perjanjian Kerja 
Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set telah dengan jelas dituliskan bahwa 
perjanjian dibuat pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 bertempat di Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Bekasi. 
Kesembilan, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Terkait hal ini, tanda 
tangan hanyalah ditandatangani oleh PIHAK KE II namun tidak ditandatangani oleh 
PIHAK KE I. Peneliti berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set jelas tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat kedua 
belah pihak karena adanya kesepakatan dan persetujuan para pihak yakni satu-satunya 
petunjuk/alat bukti adalah tanda tangan para pihak. Ketika tidak ditandatangani maka 
asas pacta sunt servanda yang termuat dalam pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang 
menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” tidak 
berlaku. Tentu pada poin ini, sangat menjadi pertanyaan, kenapa dalam perjanjian ini 
tidak ada tanda tangan PIHAK KE I? Peneliti menduga hal ini berkaitan erat dengan 
prosedur pengangkatan yang tidak sesuai dengan koridor hukum seperti yang dijelaskan 
pada rumusan masalah pertama di atas. 
 
15  Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem 
Ketenagakerjaan, (Bandung: Refika Aditama, 2017) hlm. 107-109. 
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Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara 
Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diatur bagaimana unsur 
perjanjian kerja yang sah. Karena meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
pekerjaan yang ditawarkan dalam Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set tidak masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang 
Aparatur Sipil Negara (ASN), sebab Tenaga Kontrak Kerja hanya beranjak pada surat 
perjanjian, dan 2 (dua) surat lainnya yakni Surat Perintah Tugas Nomor 
800/520/DISDAMKAR. Set dan Surat Perintah Nomor 800/41.403/BKPPD.PKA  
Namun setidaknya dalam kajian ini, peneliti mendapatkan dasar hukum perihal hak 
tenaga kerja kontrak untuk mendapatkan upah yang layak. Kajian ini nantinya pula 
memperkuat dan membuktikan serta memastikan bahwa Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set tidak sama sekali merujuk pada UU ASN.  
Mengenai upah, jelas disebutkan dalam Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara bahwa, pemerintah wajib membayar gaji yang layak dan 
adil kepada PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kemudian, ayat 
selanjutnya menyebutkan  
“Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan 
dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.” 
Berbeda dalam surat perjanjian yang menggunakan frasa “sesuai kemampuan APBN 
Kota Bekasi” yang artinya pekerja akan mendapatkan gaji yang fluktuatif, artinya tidak 
tetap jumlah nominal upah yang didapat. Kemudian, ayat selanjutnya, mengatakan bahwa 
PPPK dapat menerima tunjangan sedangkan dalam perjanjian yang dikaji tidak ada pasal 
yang mengatur tentang tunjangan. 
Selanjutnya, adalah menyoal tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, yang mana salah satu alasan pemutusan hubungan 
kerja adalah “Kondisi keuangan daerah”. Peneliti berpendapat bahwa dengan adanya 
ketentuan yang demikian maka sewaktu-waktu pekerja dapat diberhentikan dengan 
alasan kondisi keuangan daerah yang tidak mampu menggaji pekerja, meskipun dalam 
perjanjian telah ditetapkan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Sementara, jika 
dibandingkan dalam Pasal 10516 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak 
berkata demikian. 
Terakhir, dalam Pasal 106 ayat (1) UU ASN, PPPK wajib mendapat perlindungan 
jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan 
bantuan hukum. Sementara dalam Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set tidak ada mengatur hal demikian. 
Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set memiliki banyak kelemahan yang tentu mengancam 
hak-hak tenaga kerja. Ada banyak pasal-pasal dalam perjanjian tidak sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperkuat dalil bahwa 
Tenaga Kontrak Kerja tidak masuk pada kategori ASN bertipe PPPK, akan tetapi Tenaga 
Kontrak Kerja adalah tipe pekerja yang berdiri sendiri dengan dasar hukum Peraturan 
Walikota Bekasi. Meskipun demikian, sekali lagi peneliti tegaskan bahwa Peraturan 
 
16  Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena: a. jangka waktu 
perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi 
atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau e. tidak cakap jasmani 
dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang 
disepakati. 
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Walikota Bekasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan 
di atasnya yakni UU ASN dan UU Ketenagakerjaan. 
Akibat Hukum 
Dalam sebuah perjanjian, maka hal utama yang harus dilihat untuk mengatakan 
perjanjian sah atau tidak adalah dengan melihat terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 1320 
KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya 
perjanjian pada prinsipnya tetap menjadi pedoman umum bagi syarat-syarat sahnya 
perjanjian kerja, dan pedoman khususnya diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setidaknya ada 4 (empat) syarat sahnya 
perjanjian kerja.  
Syarat pertama, sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. 
Kesepakatan kedua belah pihak lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan 
dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus 
setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki 
pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang 
ditawarkan, dan pihak pemberi kerja menerima pekerjaan tersebut untuk dipekerjakan. 
Merujuk pada Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set, 
sesungguhnya tidak ada momentum antara pekerja dan pemberi kerja untuk bertemu dan 
bersepakat atas setiap materi muatan yang ada pada perjanjian. Sebab para calon pekerja 
untuk sampai pada tahapan perjanjian kerja, maka harus melewati tahapan-tahapan tes 
layaknya tes pada PNS dan/atau PPPK. Sehingga, tidak ada lagi tawar-menawar 
mengenai muatan materi pasal karena ia berangkat dengan sebuah tes yang meliputi 
seleksi administrasi, seleksi pengetahuan umum, keterampilan dan kebugaran jasmani. 
Dengan kata lain, calon kandidat Tenaga Kontrak Kerja hanya berkesempatan untuk 
menandatangani perjanjian 
Dalam penelusuran penelitian, memang tidak dijelaskan secara tertulis bagaimana 
tahapan tes untuk masuk sebagai Tenaga Kontrak Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran 
Kota Bekasi. Apakah ada tawar menawar mengenai isi perjanjian. Dalam pembahasan 
sebelumnya pun telah dibedah Surat Perintah Tugas Nomor 800/520/DISDAMKAR. Set 
dan Surat Perintah Nomor 800/41.403/BKPPD.PKA yang tidak juga menjelaskan 
tahapan tes tersebut terutama kesepakatan atas perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. 
Sehingga, dapat dikatakan unsur kesepakatan tidak terpenuhi dalam Perjanjian Kerja 
Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set. 
Unsur kedua adalah kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Poin 
ini jelas dikatakan telah terpenuhi, sebab dari segi umur kedua belah pihak sudah 
dikategorikan dewasa (18 tahun ke atas) dan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan 
atas segala tindakan hukum yang dilakukan. Unsur ketiga, adalah adanya pekerjaan yang 
diperjanjikan. Mengenai hal ini tidak terlepas pada pembahasan sebelumnya tentang 
unsur hubungan kerja dalam perjanjian. 
Dalam pembahasan tersebut didapat bahwa pekerjaan yang diperjanjikan memang 
ada namun bertentangan dengan unsur keempat mengenai pekerjaan yang diperjanjikan 
tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sebab, pekerjaan yang diperjanjikan pada pokoknya 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yakni berkaitan dengan frasa 
“Tenaga Kontrak Kerja” yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
sebagai satu-satunya peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja kontrak/PPPK dalam 
lingkungan pemerintahan. 
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Artinya, menilik asas yang dikenal dalam konsep perundang-undangan yakni asas 
lex superior derogat legi inferiori,17 yang artinya undang-undang yang lebih tinggi 
mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. apa yang terjadi dalam perjanjian 
justru mengesampingkan asas di atas, karena frasa “Tenaga Kerja Kontrak” tidak dikenal 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian, 
unsur-unsur perjanjian yang mengandung cacat hukum khususnya mengenai upah yang 
tidak jelas, jaminan ketenagakerjaan yang tidak diatur dalam perjanjian dan terakhir 
tentang syarat pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan UU ASN. 
Maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja yang dibuat bertentangan 
dengan unsur ketiga dan keempat yakni unsur adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan 
pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan jelas bahwa Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set 
batal demi hukum, yang berarti segala akibat hukum/peristiwa hukum sebelum dan 





Peneliti setidaknya memperoleh 2 (dua) poin kesimpulan. Pertama, pengangkatan 
Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi tidak 
sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini didasari oleh 
sejumlah permasalahan dalam proses rekrutmen dan perjanjian kerja yang disepakati oleh 
para pihak baik permasalahan yang prinsipiil dan permasalahan teknis yakni pertama, 
Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set. yang memakai frasa 
“Tenaga Kontrak Kerja” tidak sesuai dengan konsep peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia sebab frasa tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai tolak ukur rekrutmen pegawai tidak 
tetap/kontrak di lingkungan pemerintahan. 
Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip keserasian dan keterpaduan antar peraturan 
perundang-undangan baik antar peraturan yang setingkat maupun yang sederajat. Kedua, 
mengenai dasar hukum dan prosedur pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja tidak 
berlandaskan hukum yang jelas. Sebab dasar hukum pengangkatan tidak bertolak ukur 
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Melainkan 
rekrutmen yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini 
Dinas Pemadam Kebakaran Koa Bekasi. Oleh karenanya, dari analisis peneliti, 
pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota 
Bekasi adalah cacat materil dan prosedural. 
Kedua, akibat hukum terhadap Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 
800/SPKK.1137/Disdamkar.Set yang bertentangan/tidak sejalan dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku adalah batal demi hukum. Hal ini didasari dengan 
alasan, pertama, unsur-unsur hubungan kerja yang harus ada dalam perjanjian kerja yakni 
adanya pekerjaan, upah, dan perintah (berlaku kumulatif) tidak terpenuhi secara lengkap. 
Sebab pekerjaan yang diperjanjikan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Kedua, peneliti mengkaji lebih detail dengan membedah satu per satu pasal 
dalam Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set dalam perspektif 
 
17  King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya, (Yogyakarta: 
Thafa Media, 2017), hlm. 19.  
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UU Ketenagakerjaan dan UU ASN ternyata mengandung sejumlah permasalahan, yakni 
upah yang diperjanjikan tidak diatur secara jelas, perlindungan tenaga kerja yang tidak 
diatur dalam perjanjian seperti hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja 
dan sebagainya, dan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan hukum yang 
berlaku.  
Saran 
Pemerintah pusat seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 
ketenagakerjaan di lapangan, sebab dalam penelitian ini masih terdapat pengangkatan 
tenaga kerja kontrak/honorer yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan menindak pemerintah daerah yang 
masih mengangkat tenaga kerja kontrak secara mandiri karena hal demikian justru 
mendiskreditkan hak dan kewajiban pekerja. Selanjutnya, pemerintah pusat maupun 
daerah seyogyanya gencar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya 
daerah terpencil/desa sebab kemungkinan sebagian masyarakat di daerah tersebut tidak 
mengetahui jika tenaga honorer telah ditiadakan oleh UU ASN, yang hari ini digantikan 
dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan sistem rekrutmen 
secara terpusat. 
Masyarakat diharapkan teliti dalam mencari pekerjaan. Hal ini agar tidak terjadi lagi 
rekrutmen tenaga kerja kontrak yang menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
Oleh karenanya, perlu bagi masyarakat untuk menanamkan pola pikir yang visioner, agar 
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